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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Bank merupakan usaha berbentuk lembaga keuangan yang menghimpun 
dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana (surplus of fund) dan 
menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana (lack of fund), 
serta memberikan jasa-jasa bank lainnya untuk motif profit juga sosial demi 
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.1Tujuan penting dari bank tersebut untuk 
membuat lembaga keuangan ini menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. 
Selain itu, bank sebagai lembaga perantara keuangan atau bisa disebut 
financial intermediary.Artinya, lembaga bank dalam aktivitasnya berkaitan dengan 
masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah 
uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama.2 
Bank Islam atau di Indonesia disebut bank syariah merupakan lembaga 
keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor ril melalui 
aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip 
syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak 
lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan  
lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro 
maupun mikro.3 
                                                          
1 http://www.kajianpustaka.com/2013/01/pengertian-dan-fungsi-perbankan.html (diakses 
tgl 23 April 2018) 
2 Muhammad,Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta : Unit Penerbit 
Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005),  hlm. 1. 
3Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), 
hlm. 30.  
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Secara teori bank syariah menggunakan konsep two tier mudharaba 
(mudharabah dua tingkat), yaitu bank syariah berfungsi dan beroperasi sebagai 
institusi intermediasi investasi yang menggunakan akad mudharabah pada kegiatan 
pendanaan (pasiva) maupun pembiayaan (aktiva).4 
Bank syariah memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan bank 
konvensional.Salah satunya, bank syariah tidak mengandung unsur riba dalam 
operasionalnya.Hal ini jelas menjadi perbedaan dengan bank konvensional yang 
menggunakan sistem bunga (riba). 
Dalam bank syariah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi 
dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.Seringkali 
nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan bila 
hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila 
perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga yaumi al-qiyamah nanti.5 
Bank syariah memiliki beberapa fungsi dalam operasionalnya, sebagai 
penghimpun dana dan menyalurkannya kembali dana tersebut kepada nasabah. 
Penyaluran dana kepada nasabah ini sering kita sebut dengan pembiayaan. 
Pembiayaan pada bank syariah memang sangat membantu untuk nasabah yang 
membutuhkan dana, baik untuk usaha produktif maupun konsumtif. Tetapi ada 
beberapa kekurangan dan kelebihan yang dimiliki antar bank syariah. Hal ini yang 
menjadi alasan nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan dari salah satu bank 
syariah ingin mengalihkan pembiayaannya ke bank syariah lain yang dirasa oleh 
                                                          
4Ascarya, Ibid., hlm. 31.  
5Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori Ke Praktik, (Jakarta : Gema Insani, 
2001),  hlm.29. 
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nasabah lebih baik dibandingkan bank syariah sebelumnya. Ada beberapa faktor 
yang menjadi alasan nasabah ingin mengalihkan pembiayaannya tersebut, seperti 
margin yang lebih rendah atau pelayanan operasional bank yang lebih baik. 
Bank Syariah Mandirimerupakan bank milik pemerintah pertama yang 
melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah. Secara struktural, Bank Syariah 
Mandiriberasal dari Bank Susila Bakti (BSB), sebagai salah satu anak perusahaan 
di lingkup Bank Mandiri, yang kemudian dikonversikan menjadi bank syariah 
secara penuh. 
Untuk menjalankan peran dan fungsinya, Bank Syariah Mandiri memiliki 
beberapa produk simpanan dan produk pembiayaan. Pada produk simpanan, Bank 
Syariah Mandirimemiliki produk simpanan dengan akad wadiah dan akad 
mudharabah sedangkan dalam produk pembiayaan, Bank Syariah Mandirimemiliki 
produk pembiayaan dengan akad mudharabah, musyarakah, murabahah, istishna, 
ijarah, rahn dan ijarah mutahiyah bi al-thamlik. 
Selain itu, Bank Syariah Mandirijuga menawarkan salah satu produk yang 
bertujuan membantu nasabah dalam melakukan pengalihan pembiayaan 
murabahah dari Lembaga Keuangan Syariahlain. Dinamakan produk takeover 
antar Lembaga Keuangan Syariah, Bank Syariah Mandirimembantu nasabah yang 
ingin mengalihkan pembiayaan murabahah. 
Namun, akad yang digunakan pada Bank Syariah Mandiripada produk 
pengalihan pembiayaan dari Bank Rakyat IndonesiaSyariah atau dikenal dengan 
nama take over ini adalah akad qardh wal murabahah. Padahal menurut Fatwa DSN 
MUI No: 90/DSN-MUI/XII/2013 tentang pengalihan pembiayaan murabahah antar 
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lembaga keuangan syariahpada bagian 1 pengalihan utang pembiayaan murabahah 
atas inisiatif nasabah di pasal 2 ketentuan umum menjelaskan bahwa “pengalihan 
utang pembiayaan murabahah atas inisiatif nasabah boleh dilakukan dengan 
menggunakan akad hawalah bi al-ujrah, MMQ, atau IMBT dan tidak boleh 
menggunakan akad murabahah karena termasuk bai’ al-‘inah. Gambaran tersebut 
menunjukkan bahwa adanya ketidaktepatan penggunaan akad yang dilakukan Bank 
Syariah Mandiri pada pengalihan pembiayaan dari Bank Rakyat Indonesia Syariah. 
Hal ini menunjukkan bahwa akad yang digunakan oleh Bank Syariah 
Mandiridalam melakukan pengalihan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah 
lain tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No:  90/DSN-MUI/XII/2013tentang 
pengalihan pembiayaan murabahahantar lembaga keuangan syariah. 
B. Rumusan Masalah 
Dalam produk pengalihan pembiayaan dari Bank Rakyat Indonesia Syariah 
ke Bank Syariah Mandiri menerapkan akad qardh wal murabahah dalam 
operasionalnya. Namun menurut Fatwa DSN No: 90/DSN-MUI/XII/2013 tentang 
pengalihan pembiayaan murabahah antar Lembaga Keuangan Syariah pada bagian 
1 pengalihan utang pembiayaan murabahah atas inisiatif nasabah di pasal 2 
ketentuan umum menjelaskan bahwa “pengalihan utang pembiayaan murabahah 
atas inisiatif nasabah boleh dilakukan dengan menggunakan akad hawalah bi al-
ujrah, MMQ, atau IMBT dan tidak boleh menggunakan akad murabahah karena 
termasuk bai’ al-‘inah. 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat dibuat beberapa 
pertanyaan penelitian sebagai berikut : 
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1. Bagaimana pelaksanaan pengalihan pembiayaan dari Bank Rakyat 
Indonesia Syariah ke Bank Syariah Mandiri? 
2. Mengapa pelaksanaan pengalihan pembiayaan dari Bank Rakyat Indonesia 
Syariah ke Bank Syariah Mandiri menggunakan dua akad? 
3. Bagaimana pengalihan pembiayaan dari Bank Rakyat Indonesia Syariah ke 
Bank Syariah Mandiri menurut Hukum Ekonomi Syariah? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang ingin penulis capai dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengalihan pembiayaan dari Bank Rakyat 
Indonesia Syariah ke Bank Syariah Mandiri. 
2. Untuk mengetahui alasan pelaksanaan pengalihan pembiayaan dari Bank 
Rakyat Indonesia Syariah ke Bank Syariah Mandiri menggunakan dua akad. 
3. Untuk mengetahui pengalihan pembiayaan dari Bank Rakyat Indonesia 
Syariah ke Bank Syariah Mandirimenurut Hukum Ekonomi Syariah. 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Kegunaan Secara Teoritis 
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan agar: 
a. Dapat mengetahui dan lebih menguasai pengetahuan dalam bidang ilmu 
terkait tentang pelaksanaan pengalihan pembiayaan dari Bank Rakyat 
Indonesia Syariah ke Bank Syariah Mandiri beserta analisisnya dalam 
Hukum Ekonomi Syariah. 
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b. Dapat memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan pengalihan 
pembiayaan dari Bank Rakyat Indonesia Syariah ke Bank Syariah 
Mandiri. 
2. Kegunaan Secara Praktis 
Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan agar: 
a. Memberikan referensi tentang analisis pelaksanaan pengalihan 
pembiayaan dari Bank Rakyat Indonesia Syariah ke Bank Syariah 
Mandiri. 
b. Dijadikan sebagai bahan referensi tambahan, acuan atau bahan 
pembanding bagi peneliti lain yang memiliki kajian yang sama. 
E. Studi Terdahulu 
Penulis sempat meninjau beberapa skripsi terdahulu yang menjadi landasan 
penelitian yang penulis lakukan sekarang, pertama skripsi ditulis oleh Dzakirotul 
Umah yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Take Over 
Pada Perbankan Syariah”.6 Studi kasus take over KPR dari BMI ke BRI Syariah 
Cabang Serang. Skripsi tersebut memaparkan mengenai proses pelaksanaan take 
over yang dilakukan antar lembaga keuangan syariah.Kedua, skripsi yang ditulis 
oleh M. Koni Rumaini Aziz yang berjudul “Analisa Perjanjian Take Over di Bank 
DKI Syariah”.7 Studi kasus pada skripsi ini mengenai konsep take over dengan 
prinsip syariah.Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ria Betas Roselina Purwanto yang 
berjudul “Pengambil alihan (take over) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) oleh Bank 
                                                          
6 Dzakirotul Umah, Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Take Over Pada 
Perbankan Syariah, (IAIN Walisongo: Thesis, 2013). 
7M. Koni Rumaini Aziz, Analisa Perjanjian Take Over di Bank DKI Syariah, (UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta: Skripsi, 2011). 
 7 
 
 
Syariah”.8 Keempat, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rizaldy yang berjudul “ 
PelaksanaanTake Over Pembiayaan di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan”.9 
Kelima, skripsi yang ditulis oleh Kholifah Nur yang berjudul “ Implementasi Akad 
al-Qardh wa al- Murabahahpada Produk Pembiayaan Mikro di Bank Syariah 
Mandiri Kantor Cabang Banyumanik Semarang”.10 
Dari kelima skripsitersebut terdapat perbedaan dengan fokus kajian yang 
dibahas oleh peneliti yakni peneliti akan membahas mengenai pengalihan 
pembiayaan yang dilakukan dari Bank Rakyat Indonesia Syariah ke Bank Syariah 
Mandiri melalui akad qardh wa al- murabahah menurut Hukum Ekonomi Syariah. 
Tabel 1.1 
Studi Terdahulu 
NO NAMA JUDUL PERSAMAAN PERBEDAAN 
1. Dzakirotul 
Umah 
Analisis 
Hukum Islam 
Terhadap 
Pelaksanaan 
TakeOver Pada 
Perbankan 
Syariah. 
Penelitian 
mengenai take 
over pada 
perbankan 
syariah. 
Penelitian  menggunakan 
analisis berbeda dengan 
penelitian yang penulis 
lakukan menggunakan 
tinjauan. 
2. M. Koni 
Rumaini 
Analisa 
Perjanjian 
Take Over di 
Bank DKI 
Syariah. 
Penelitian 
mengenai take 
over pada bank 
syariah. 
Penelitian  menggunakan 
analisa berbeda dengan 
penelitian yang penulis 
lakukan menggunakan 
tinjauan. 
3.  Ria Betas 
Roselina 
Purwanto 
Pengambilalih
an (take over) 
Kredit 
Pemilikan 
Penelitian 
mengenai take 
over  
Penelitian ini tentang take 
over dari bank 
konvensional ke bank 
syariah, berbeda dengan 
                                                          
8Ria Betas Roselina Purwanto, Pengambilalihan (Take Over) Kredit Pemilikan Rumah 
(KPR) oleh Bank Syariah, (Universitas Airlangga: Skripsi thesis, 2008). 
9 https://media.neliti.com/media/publications/14129-ID-pelaksanaan-take-over-
pembiayaan-di-pt-bank-syariah-mandiri-cabang-medan.pdf (diakses tgl 23 April 2018) 
10Kholifah Nur, Implementasi Akad Al- Qardh Wal Murabahah Pada Produk Pembiayaan 
Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banyumanik Semarang, (UIN Walisongo: Diploma 
thesis, 2017). 
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Rumah (KPR) 
oleh Bank 
Syariah.  
penelitian yang penulis 
lakukan yaitu take over 
dari bank syariah ke bank 
syariah lainnya. 
4. Muhamma
d Rizaldy 
Pelaksanaan 
Take Over 
Pembiayaan di 
PT. Bank 
Syariah 
Mandiri 
Cabang 
Medan. 
Penelitian 
mengenai take 
over pada bank 
syariah. 
Penelitian mengenai 
mekanisme pelaksanaan 
berbeda dengan penelitian 
yang penulis lakukan 
mengenai akad yang tidak 
sesuai dengan fatwa. 
5. Kholifah, 
Nur 
Implementasi 
Akad al-qard 
wa al- 
murabahah 
pada Produk 
Pembiayaan 
Mikro di Bank 
Syariah 
Mandiri KC. 
Banyumanik 
Semarang 
Penelitian 
mengenai take 
over pada bank 
syariah. 
Penelitian  menggunakan 
implementasi berbeda 
dengan penelitian yang 
penulis lakukan 
menggunakan tinjauan.  
 
F. Kerangka Pemikiran 
Kontrak atau perjanjian dalam bahasa Arab disebut dengan akad berasal dari 
al-aqdun yang berarti ikatan atau simpul tali. Kata akad secara terminologi fikih 
adalah perikatan antara ijab dengan kabul secara yang dibenarkan syara.11 
Secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk 
melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, 
maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.12 
Khususnya pada jual beli, akad dapat dilakukan atas dasar kerelaan antara penjual 
                                                          
11 A. Shomad, Hukum Islam Pernormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, 
(Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. 177. 
12Ascarya, OpCit.,hlm. 35.  
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dengan pihak pembeli dan tidak merugikan salah satu pihak. Hal ini telah dijelaskan 
dalam al-Qur’an Surat al-Maidah ayat 1: 
   
    
     
    
      
       
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan 
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian 
itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-
Nya”.13 
Dengan adanya akad, maka kedua belah pihak yang berakad akan 
mempunyai akibat hukum. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar ijab 
dankabul dalam akad mempunyai akibat hukum, diantaranya:14 
1. Ijab dan kabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah 
mencapai umur tamyiz yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang 
diucapkan hingga ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan 
hatinya. Dengan kata lain, dilakukan oleh orang yang cakap melakukan 
tindakan hukum. 
2. Ijab dan kabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila 
kedua belah pihak sama-sama hadir. 
Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad dapat 
dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu natural certainty contracts dan natural 
uncertainty contracts. Natural certainty contracts adalah akad dalam bisnis yang 
                                                          
13Imam G. Masykur, dkk., Almumayyaz: Al-Quran Tajwid Warna Transliterasi Per Kata 
Terjemah Per Kata, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, t.t) hlm. 285.  
14Abdul Ghofur Anshori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, (Jogjakarta: 
Citra Media, 2006), hlm. 21. 
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memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktu.Yang 
termasuk dalam kategori ini adalah murabahah, ijarah, salam, dan istishna. 
Sedangkan natural uncertainty contracts adalah akad dalam bisnis yang tidak 
memberikan kepastian pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktunya.Yang 
termasuk dalam kontrak ini adalah mudharabah dan musyarakah. 15 Adapun 
klasifikasi hukum perjanjian Islam atau akad  adalah sebagai berikut:16 
1. Akad dilihat dari segi keabsahannya, terdiri dari: 
a. Akad shahih, yaitu akad yang memenuhi rukun dan syaratnya, sehingga 
seluruh akibat hukum yang ditimbulkan itu berlaku mengikat bagi 
pihak-pihak yang berakad. 
b. Akad tidak shahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau 
syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan 
tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. 
2. Akad yang dilihat dari sifat mengikatnya, terdiri dari: 
a. Akad yang mengikat secara pasti, artinya akad yang tidak boleh di 
fasakh. 
b. Akad yang mengikat secara tidak pasti, yaitu akad yang dapat di fasakh 
oleh satu pihak atau kedua pihak. 
3. Akad dilihat dari bentuknya, terdiri dari: 
a. Akad tidak tertulis, yaitu akad yang dibuat secara lisan saja dan biasanya 
terjadi pada akad yang sederhana. 
                                                          
15Adiwarman Karim, Bank Islam, Edisi Keempat, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hlm. 51. 
16 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih 
Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 35. 
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b. Akad tertulis, yaitu akad yang dituangkan dalam bentuk tulisan/akta, 
akad yang dibuat secara tertulis biasanya untuk melakukan perjanjian-
perjanjian yang komplek atau menyangkut kepentingan publik. 
4. Akad dalam sektor ekonomi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 
a. Akad tabarru, adalah jenis akad yang berkaitan dengan transaksi 
nonprofit, yang termasuk dalam akad tabarru ini antara lain al-qard, al-
rahn, hiwalah, wakalah, hibah, hadiah, wakaf, dan sadakah. 
b. Akad mu’awadah, yaitu akad yang bertujuan untuk mendapatkan 
imbalan berupa keuntungan, atau dengan kata lain menyangkut transaksi 
bisnis yang bermotif untuk memperoleh laba/profit oriented. Yang 
termasuk akad mu’awadahantara lain adalah akad yang berdasarkan 
prinsip jual beli (al-baial-murabahah dengan mark up, akad salam dan 
akad istishna), akad yang berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah 
dan musyarakah), akad yang berdasarkan prinsip sewa menyewa (ijarah 
wa istishna). 
Setiap kegiatan muamalah bila tidak ada dalil yang menerangkan tentang 
keharamannya serta telah memenuhi asas-asas tersebut, maka kegiatan muamalah 
tersebut hukumnya sah.17 
Dengan demikian, kegiatan muamalah yang dilakukan dalam perbankan 
syariah boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.Salah satu 
kegiatan muamalah yang dilakukan oleh perbankan syariah adalah pembiayaan. 
                                                          
17 A. Djazuli, Ilmu Fiqh: Pengalihan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam, 
(Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 59. 
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Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan 
dengan itu berupa:18 
1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. 
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewabeli dalam bentuk 
ijarah muntahiyah bi al-tamlik. 
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, istishna. 
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh. 
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 
multijasa. 
Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank Islam harus memenuhi aspek syariah 
dan aspek ekonomi, seperti:19 
1. Aspek syariah, berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para 
nasabah, bank Islam harus tetap berpedoman pada syariah Islam (antara lain 
tidak mengandung unsur maisir, gharar, dan riba serta bidang usahanya 
harus halal). 
2. Aspek ekonomi, berarti di samping mempertimbangkan hal-hal syariah 
bank Islam tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank 
syariah maupun bagi nasabah bank Islam. 
Secara istilah, qardh adalah pemberian atau meminjamkan harta kepada 
orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sebanyak yang 
                                                          
18Undang-Undang Perbankan Syariah Pasal 1 Angka 25 
19Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 
hlm. 680. 
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dipinjamkan. 20 Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa qardh tidak 
mengandung nilai tambah atau imbalan pada saat pengembalian. Dalam firman 
Allah dalam surat Al-Hadid ayat 11: 
      
    
     
“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, 
Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan 
memperoleh pahala yang banyak”21 
Pembiayaan qardh adalah perjanjian pembiayaan antara bank dengan 
nasabah yang dianggap layak menerima yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil 
pemula yang potensial akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain 
kemampuan berusaha, serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan 
terdesak, dimana penerima kredit hanya diwajibkan mengembalikan pokok 
pinjaman pada waktu jatuh tempo dan bank hanya membebani nasabah atas biaya 
administrasi.22 
Menurut fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001, qardh adalah 
pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.Nasabah 
qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah 
disepakati bersama. Pada pembiayaan qardh, jika nasabah tidak mengembalikan 
sebagian atau seluruh kewajibannya pada bank syariah pada saat yang telah 
                                                          
20Atang Abd.Hakim ,Fiqih Perbankan Syariah, (Bandung : PT Refika Aditama, 2011), 
hlm. 266. 
21 Imam G. Masykur, dkk., OpCit., hlm. 538. 
22Karnaen A. Perwataatmadja, Muhammad Syafi’i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank 
Islam, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm. 106. 
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disepakati dan bank syariah telah memastikan ketidakmampuan maka bank syariah 
dapat:23 
1. Memperpanjang jangka waktu pengembalian. 
2. Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya. 
Dalam perbankan syariah, qardh merupakan upaya yang diberikan pihak 
bank kepada nasabah yang membutuhkan danamelalui pinjaman atas dasar tolong 
menolong. Pinjaman tanpa imbalan ini biasanya digunakan untuk dana talang yang 
memudahkan nasabah dalam bertransaksi dalam pelaksanaan pembiayaan. Jika 
dilihat dari sifatnya, qardh bersifat sosial, berbeda dengan murabahah, salam dan 
istishnayang bersifat komersial. 
Sedangkan murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan 
keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual harus memberi tahu harga 
produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan 
sebagaitambahannya.24Sistem pembayaran pada murabahah ini dapat dilakukan 
diawal atau  dicicil sesuai kesepakatan kedua belah pihak. 
Jual beli murabahah mempunyai landasan dalam al-Qur’an, Sunnah 
Rasulullah SAW., dan ijma’. Terdapat sejumlah ayat al-Qur’an yang menjadi dasar 
hukum jual beli murabahah diantaranya adalah al-Qur’an Surat Al-Baqarah(2): 275 
    
     
   
    
    
    
    
                                                          
23Fatwa DSN-MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001tentang al-Qardh 
24Muhammad Syafi’i Antonio,OpCit.,hlm.101. 
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     
    
      
    
       
“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) 
penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka 
berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal 
Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang 
telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 
mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum 
datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali 
(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka 
kekal di dalamnya”25 
 
G. Langkah-Langkah Penelitian 
Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka 
penelitian ini dilakukan di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang  Pajajaran 
yang beralamatkan di Jalan Pajajaran No. 89 Bandung.  
1. Metode Penelitian 
Metode yang penulis gunakan untuk menjawab permasalahan dari 
penelitian yang sedang penulis teliti adalah metode yuridis normatif. Metodeyuridis 
normatif merupakan metode yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama 
dengan cara menelaah beberapa teori, konsep, asas-asas hukum serta peraturan 
perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. 
Metode penelitian ini dinilai mampu untuk memberikan gambaran seputar 
pengalihan pembiayaan dari Bank Rakyat IndonesiaSyariah ke Bank Syariah 
Mandirimelalui akad qardh wa al- murabahah menurut Hukum Ekonomi Syariah. 
2. Sumber Data 
                                                          
25Imam G. Masykur, dkk., OpCit., hlm. 47 
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Sumber data penelitian ini berasal dari sumber data primer dan sumber data 
sekunder, diantaranya: 
a. Sumber data primer yaitu sumber data yang berasal dari hasil 
wawancara langsung dengan staf yang menangani pengalihan 
pembiayaan dari Bank Rakyat Indonesia Syariah ke Bank Syariah 
Mandiri. 
b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang bersumber dari buku-
buku dan modul-modul yang berkaitan dengan fikih muamalah, 
perbankan syariah, serta data yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri 
Kantor Cabang Pajajaran yang berhubungan dengan masalah yang 
sedang dikaji. 
3. Jenis Data 
Jenis data yang ditemukan penulis dalam penelitian ini berupa data 
kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang dapat mencakup hampir semua data 
non-numerik. Data ini dapat menggunakan fakta dan fenomena yang diamati. 
Jenis data ini bersumber dari jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan 
terhadap masalah yang sedang diteliti. Data kualitatif ini dihubungkan dengan 
masalah yang dibahas mengenai pengalihan pembiayaan dari Bank Rakyat 
Indonesia Syariah ke Bank Syariah Mandiri dengan akad qardh wa al-murabahah 
menurut Hukum Ekonomi Syariah. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis 
menggunakan beberapa teknik, yang meliputi: 
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a. Wawancara 
Wawancara adalah percakapan yang berlangsung secara sistematis dan 
terorganisir yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara (interviewer) 
dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancara (interviewee) 
untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang 
diteliti.26 
Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada Bapak 
Dadan Wardhana selaku Micro Banking Manager, Ibu Rika Kurniati  selaku micro 
administration staff dan Bapak Erwin Raharjo selaku micro financing analyst di 
Bank Syariah Mandiri KantorCabang Pajajaran. 
b. Dokumentasi 
Dalam dokumentasi ini, penulis mengumpulkan data dari pihak terkait di 
Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pajajaran dan media internet yang berkaitan 
dengan pengalihan pembiayaan. 
c. Studi Kepustakaan 
Studi kepustakaan digunakan sebagai sarana untuk pengumpulan data yang 
bersifat kualitatif dengan cara mencari data dari buku-buku, artikel-artikel, dan 
sumber-sumber tertulis lainnya. Hasil dari studi kepustakaan ini dapat dijadikan 
landasan atau sumber data pelengkap mengenai konsep, teori, dan praktik mengenai  
pengalihan pembiayaan. 
5. Pengolahan dan Analisis Data 
                                                          
26Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: Rajawali Press, 2002), hlm. 19 
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Sebelum melakukan analisis data, terlebih dahulu melakukan pengolahan 
data yang dilakukan dengan cara mengelompokkan dan menghubungkan jawaban, 
pandangan mengenai masalah tersebut, kemudian dapat dilakukan analisis data 
melalui beberapa tahapan, diantaranya: 
a. Mengumpulkan data dari berbagai sumber data primer maupun data 
sekunder yang selanjutnya dilakukan seleksi data. 
b. Mengelompokkan seluruh data, setelah melakukan seleksi data 
kemudian seluruh data di kelompokkan dalam satuan sesuai dengan 
rumusan masalah dan tujuan penelitian. 
c. Menghubungkan seluruh data dengan teori yang sudah dikemukakan 
dalam kerangka pemikiran. 
d. Menarik kesimpulan, kesimpulan ini dibuat dari data-data yang 
dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah yang telah 
ditentukan. 
 
 
